
 

 
 

 

 

 

 

 

BUPATI GUNUNG MAS  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  

NOMOR  32  TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Menimbang  :    bahwa untuk melaksanakan Pasal 61 ayat (1) Huruf a 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal  77 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan 
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
Sebagaimana telah diubah dendgan Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang 
Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 478); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala 
Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 
Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Nomor 276.a); 

8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata 
Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gunung Mas  (Berita Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2020 Nomor 501); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG 

 PEDOMAN PENGADAAN BARAG/JASA PADA BADAN    

  LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KUALA 

KURUN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD  adalah sistem 

yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan atau Perangkat Daerah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 

5.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
3 

 

BAB II 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi: 
a. barang; 
b. pekerjaan konstruksi; 
c. jasa lainnya; dan 
d. jasa Konsultansi. 

(2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis 
yang sehat. 
 
 

Bagian Kedua 
Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 3 
(1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya 

dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah 
dengan alasan efektifitas dan/atau efisien. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fleksibilitas pengadaan 
Barang/Jasa ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD Rumah Sakit 
Umum Daerah Kuala Kurun. 

(3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan 

Pemimpin/Direktur BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus dapat 
menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu,proses pengadaan 
yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan 
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. 

(4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap 
pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari: 
a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 
d. lain lain pendapatan BLUD yang sah. 

 

Pasal 4 
 

(1) Fleksibilitas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.  

(2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dibentuk oleh Pemimpin/Direktur BLUD yang ditugaskan secara khusus 
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD. 

 

Bagian Ketiga 

Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa 
Pasal 5 

 

(1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut: 
a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai  dengan Rp1.000.000.000,- 

(Satu Milyar Rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan 
Langsung; 

b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,- (Satu 
Milyar Rupiah) sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,-(Lima Milyar 
Rupiah) dilakukan dengan metode kompetisi terbatas; dan 

c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp5.000.000.000,- (Lima 
Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi. 




